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Bupati Temukan
Penggunaan Batako Bekas

Semarapura (Bali post) _
lvrenJetang akhir tahun ans-garan 2015. sejumlab peneei_

;aan _proyek 6sik dipantau -Bu_

parr [I]ngkung I Nyoman Su_wrrta. pemeriksaan dilakukan
guna mengetahui sejauh mana
pengerJaan telah berjalan. Tiea
rtecam,atan. yakni Banjaran!_
Kan.. Klungkung. dan Dawan,
menJadt sasaran pema ntauan.
Selasa (17111).

Pemantauan diawali di Ke-camatan Banjarangkan, diantaranya pengerjaan send-
eran Jembatan di wilayah Sema
rrgun€, pembangunan puskes-
mas BanJarangkan I yang kini
ouengkapr dengan ruang ber-

n'::'f;il3"-"' guna n Pasar

Ketika memantau pembanzu_
nan Pasar Desa Balas. buoati
menemukan salah satu sudut
tembok di lantai dua menssurur-
kan batako bekas. Ia langlune
meminta pelalsana proyek unl
ru( mengganti material tersebut
oengan yang baru. ,,Ini tolong
drgantr, Jangan pakai batako
Dekas. katanya.

Bupati selanjutnya melihat
proyek pemnggian badan ialan
menuju Pura Batu Tumpene
dr wilayah Desa Gelgel-dai
P,e_n, *'l$nan Cedung radiologi
rr'DUu l\lun_gkung. Dldampingi
rnspeKrur -ttabupaten Klune_
kung Ida Bagus Sudarsana da'

Ka.bag^ Pembangu nan Setda
^erut sena. Suwirta Dxengecek
setra! sudut gedung yan--g di_lengkapr dengan dua ruane
operasr.

_- Pemtrangunan pasar Desa
KusaDxba, Kecamatan Dawan. .
trdak luput dari pantauan bu,pau. urdamprngi Kepala DKp
N ungkungA.A. Ngurah Kirana,
D uw_r rta luga mengecek oe_meilharaan tembok penyeng-
rer Jalan masuk ke TpA Sente.uan l_-PA Sente, rombonqa n
mengakhrri -pemantauan pada
P-royek pembuatan sumur uii_/
e_ksplorasi di Desa paksebaii.
Ke.camatan Dawan. proyek rnr
drdanar dari ApBD Klungkung
ranun-anggaran 2015 sebesai
Ilp yuu Juta.

Hasil-pantauan yang dilak-
s-anatan ber€ama iJrstansi t€rkait
dr beberapa titi-k masih bervariasi.
luesKt begltu, peJabat asal Nr:sa
Lenrngan rtu optimis semua
proyek pembangunan di Klune_
kung bisa selesai tepat wakti.- namr pa ntau dan bina agar hasil-
nya seauar rencaaa dan har.apan
bersama," uiar Suwifia.

Pihalnya berharap
masyarakat secara bersama-
sama mengawasi pengerjaan
p€ln ba ngun_a n di Kabupaten
^rungr<ung. 

Jangan sampai ane_
garan yang dikeluarkan besai.
tetapi hasilnya tidak berkuali-
tas. (dwa)
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Kepala BP3TKI Dituntut 7,5 Tahun

asus "Mark-Up" pengadaan Lahan Bp3TKl

PPK 8 Tahun
Denpasar (Bali Post) -

Trintutari jaksa penuntut umum (JPU) d4am kasus
ducaan mcr&-up penqadaan lahan Badan Pelayanan
Peiemoatan dan Ferlindungan Tenaga Kerja Indonesia
tgpatRtt Gusti Avu Rai Artini, Sulitra dan Oka Ariani'
cukuo mimbuat sftocft terdakwa. Dalam sidang yang dip-
i-piri na"u."a'ftris Sinaga didampingi Be-slin Sihombin,g
dan Nurbaya. jaksa menuntut terdakwa I Wayan Pageh
dan Privo Adi Santoso cukup tingggi.

Dalam sidcng yang terbuka mbah dengan UU No 20 Tahun

untuk umum itu. awalnya jaksa 2001 tentang perubahan atas

-"-U^"ut.n tuntutan untuk (IU No 31 1999 dalam dakwaan

t"ra-"U*, F"g"tt. palam sural prime-r' Me-njatuh-kan pidana

tuntutannya. jaksa menyatakan terhadap.terdakwa wayan ragen

bahwa terakwa yanB merupa- dengan pldana penJara selama ru'
kan Kepala BP3TKI itu terbukti juh tahun enam bulan (7 D tanun

secara iah san melakjnkan ber- _ red) drkurangr selama leroarwa

""i^it -"LmU" iittduk pid^ttu fitahan," tuntut jaksa

i;;;; ";t;;;.na 
diatur dan Selain itu terdakwa juga

ai^"i". a"i"lt Pasal 2 ayat t jo dikenakan denda Rp 200 j'rta'

i".^f-U tru UU No 3l"TahJn subsider tiga bulan kurungan

1999 tentang Tipikor sebagaima- Terdakwa luga drtuntut memDa-

na vane telih diubah dan dita- yar uang penggantr yang drtang-

gung seluruhnYa RP 200 luta.
Dengan ketentuan, apabila ter-
dakwa tidak membavar dalam
kurun waktu sebulan setelah
kasus ini mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka harta ben-
danya dapat disita oleh jaksa
dan dilelans untuk menutupl
uang pengganti tersebut. Dal,am
hal terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang cukuP, maka
diganti dengan pidana penjara
selama empat tahun.

Atas tuntutan tersebut, ter-
dakwa diberikan kesemPatan
untuk menanggapinya. Setelah
berkoordinasi dengan kuasa
hukumnya, Pageh menyatakan
akan melakukan pembelaan
atau pledoi. "SeIain pledoi. ap:rk-
ah ada yang ingrn saudara sam-
paikan? tanva hakim Edward
ilarris Sinaga. Pageh langsung
Denvatakan bahwa tuntutan
ini tidak adil. Pageh yang keraP

mencakupkan tangannya itu
mengatakan, pihaknya sudah
menceritakan dan mengakui
secara gamblang kasus ini, Bah-
kan, dia mengakui menerima Rp
200iuta. walau yang Rp 100juta
dibagi-bagilan ke staf di sana.

"Lha, sisanya yang miliaran ke
maqa? Saudara masih tidak mau
terbul<a dalam perkara ini. Tadi
saja bilang dapat Rp 1OO juta,
tiipl kan sebe arnya Rp 2OO juta,
walau vang seratus dibagi-bag:1.
sebuthakim. Hakim pun meminta
supaya unek-unek terdakwa dis'
ampaikan secara tertulis dalam
sidang agenda pledoi nanti.

Jika Paeeh dituntut 7,5 ta-
hun, Priyo Adi Santoso bahkan
dituntut lebih tinggi oleh jaksa
Pria yang menjabat PPK (Peja-
bat Pembuat Komitmen) itu oleh
jaksa dituntut hul<uman Penjara
selama delapan tahun, diliurangi
selamaterdakwa berada di dalam

tahanan. Dia juga ditrurtut Pidana
denda Rp 200 juta subsider tiga
bulan. Uang penggantijuga lebih
besar, yakd Rp 450 juta. Dengan
ketentuan, apabila terdakwa
tidak membayar dalam kurun
wa.ktu sebulan setelah kasus ini
mempunYai kekuatan hukum
tetao. ma-ka harta bendanYa da-
pat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang Penggantl
tersebut. Dalam hal terdakwa
tida& mempunyai harta benda
yang cukup, maka diganti dengan
pidana penjara selama emPat
tahun enam bulan. Atas tuntutan
itu, kuasa hukum terdakwa juga
akan melakukan Pembelaan da-
lam sidang berikutnYa (krnb37)
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Kasus Perjatanan Dina$ Fikdf
Empat Belas Terdakwa Diadili
Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi per-
ja.lanan d.inas frktif ai Fem-kab
Gianyar yarrg menyeret I4 ter-
dakwa, ltabu (1&11) kemarin
mulai disidangkan di penradi-
lan ?ipikor Denpasar. Sait dr-
angkut dengan menggunakan
bus tahanan Kejari Granvar.
mereka kompak mengenakan
pakaran putih hitam. Jaksa
penuntut umud (JPII) Hari
Soetopo, dkk- kemudian mem-
bacakan surat dakwaannva di
depan oajelis hakim pimpinan
Dewa Suardhita.

Datram sidang yang terbuka
untuk umum itu, awalnya
satu per Satu nama terdakwa
dibacakan, kemudian diminta
duduk sesuai urutan. JPU
kemudian membacakan dak-
waanrrya, yakni bermula dari
terdakwa Dewa Made Putra.
KetutRitama, Sang Aru Made
Ika Kencana Dewi. Ni Ketut
Juniantari, I Ketut Puia. I
Made Darmaja, I Komane
Yastra, I Made Wirawan, I
Nyoman Sulandra, Ni Wayan
Suciasih, Ni Ketut Suniawati.
Ni Made Alrr Purniasih, Anak
fuung Istri Agung Yunanwati
dan Made Suparta. Mereka ini
mendapatkan tugas perjalanan
dulas dengan surat perintah
tugas dari Kadis Pendapatan
Gianyar ke Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (SPPK-A) Koti Deook
pada 29 Oktober 2012 sampai
3.I OFtobgI 2012. Tujuannya.
slur Dandrng cross progranl
atau sistem tunggu pada Kota
Depok. "Seluruh biaya hegia-
tan tersebut dibebankan pada

APBD Pemerintah Kabupaten
Gian5'ar," jelas jaksa.

Biaya yang d ikeluarkan
dari APBD dalim kesiatan ini
aclalah Rp 94.900.000, denean
rirrcian biaya Dewa Made Fu,
tra Rp 7,9 juta, KetuL Ritama
Rp 7.350.000, Sans Ayu Made
Ika Kenca na Rp 6,4 juia, Ketut
Juantari Rp 6,,ljuta, Ketut puia
Rp 7.350.000, Made Darmaia
Rp 6.4 juta. Komans Yastia
Rp 6,4 juta, Mad6 Wirawan
Rp 6,4 juta, Nyoman Sulandra
Rp 6.4 juta, Wayan Suciasih
Rp 6.4 juta, Ketut Suniwari
Rp 7.350.000, Ayu Purniasih
Rp 6.4 juta. Agunq Istri A.sune
Yunariwati Rp ?.350.000:da;
Made Suparta Rp 6,4 iuta.

Pada 29 Oktober sei<itar pu-
kul04.00 Wita, terdakwa D&a
N{ade Putra, Ketut Ritama.
Sang A1.u Made Ika Kencana
Dewi dan Ni Ketut Junian-
tari, dengan menggunakan
tr<roel Timbul Buana Abadi
berangkat menuju Bandara
Ngurah Rai, untuk terbang
ke Banadara Soekarno-Hatti
menggunakan pesawat Garua
GA 423. Setibanya di Jakarta.
selanJutnya mereka melan-jutkan perjalanan menuiu
Bangkok pada ll1 O[tob;r
2012. Sedangkan terdakwa
lainnya. 29 Oktober 2012 Du-
kul 08.00 Wita, berkumpui di
Gianyar menggrmakan irolel
Timbul Buana Abadi, berans-
kat menuju Bandara Nzurih
Rai ke Jakarta pukul 11.20
Wita menggunalian pesawat
Garuda. Setelah riba di Ja-
karta, 10 terdakwa diantar
menuju hotel.

Pukul 17.00 Wita, Dara
terdakwa diantar oleh tiauel
menuju Pura Gunung Salak,
selanjutnya kembali hotel
istirahat.

Tanggal 30 Oktober 2012.
mereka dijemput menggu-
nakan mobtl lro|e/ menuiu
Di-nas Pendapatan Peneelolaan
Keuangan dan Aset Kota Depok
untuk mencan tanda tangan
dan cap suat perjalanan dinag
dr kantor tersebut. Terdakwa
Ketut Puja dan Made Darma.ia
masuk ke ruangan. sedangkan
yang larn mentrnggu di luar.
Saksi Ahmad Karyaman me-
nandatangani dan menst€mDel
surat perjatana n dinas. Setelah
itu, para terdakwa kembali
ke Jakarta dau dilanjutkan
dengan jalan-jalan ke Pasar
Mangga II Jakarta. Mereka
pada 3 1 Oktober 2012, kenbali
menuju Bandara Soekarno-
Hatta dan bertemu dengan
terdakwa yang beranekaike
Bangkok. Selanjutnya, mereLa
bersama kembali ke DenDasar
pukul 18.45 Wita mengguna-
kan pesawat Garuda GA 426.

Akibat perbuatan ter-
dakwa, jaksa mengatakan
negara dirugikan hingsa Rp
94.900.000. Atas perbuatan-
nya, terdakwa diancam dengan
Pasal 2 ayat 1 tIU No. 31 Ta-
hun 1999 tentang Tipilor seba-
garmana yang telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20
Tahun 2001 tetang perubahan
atas fIU No. 31/1999 jo Pasal
18 ayat t huruf b jo Pasal 5b
ayat I ke I KHUP dan Pasal 3
dalam dakwaan subsider UU
yang sama. (kmb37)
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Sidang Kasus Korupsidi IHDN

Titib Sebut Semua Tender
Ditangani Praptini

Denpasar (Bali Post) -
Prof. I lllade Titib dan Wayan Sudiasa. terpidana kasus orovek

16 items di lnstitut Hindu Dhirma Negeri AUbm O".prrailiiU"
(1&11) kemarin berealsi di Pengadilan Tipiko" Deopas-. Mere&a
bersaksr rDtuk terdakwa I Ketut Sukarsana, S.4g. pmf. fitib
saat memberikan k-eterynggn mampu dengan lugis me{awab
pertanyaal hakim. kendati hakm harus bersuara- keras karena
pendengaran Titib sudah agak tergangp

Awahya. mantan tt€ktor IHDN tersebut menjelaskan soal
pengadaan barang danjq,sa dengan pagu anggaran'Rp 2i miliar.
lltrb Jug.a mengalu hdak tahu-menahu soal tender pengadaan
Darang dan Jasa. karena semua ditangani Kepala Biro Umum Dr.
Praptini- Ha-kin menanyalan mengapa memperrayakan semua
urusan kepada birc umum, Prof. fitib berdalih bahwa vane ber_
sarrykutar sudal berpengalanan dj Dirjen fUas mnau dan jAng
me_ra[uKan pengagaan barang dan Jasa.

. 
ta Jug.a meng. a-k-u sempat menanyakan maealal t€nder dan

seLalu drJawab trdatr ada masalah oleh Praptini. Prof. fitib sendiriselalu drJawab trdal ada masalah oleh Praptini. prol fitib sendiri
baru mengetalrui jiha dalam pengadaa n birang dan jasa tereebut
trdak melalur tender setelah menjalani sidang sebagai terdakwa
dala.m kasus y,ang sama. Padahal. audit yang pernah d,lakukan
tldak menemu-kan adanya Iienqian rregara.
_ Bahkan dalam pemeriksaan yang dilalutan BpK (Badan
Pemenksa Ke.ugngan) clan. Dirjen. tida-k pernah ditemul.an pe_
nnmpangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Baru
setelah- FPKP WiJayah Bali dan Kejalsaan Tingg (I{ejati) Bali
tunn. di^t€mulan penyimpangan hingga menga,tr6itkan icrugran
negala I(p J,6 mrlrar.

, 
Meski ada kenrgian hingga miliaran rupial. prcf. Titib mngaku

hdax pernah menenma sepeser pun uang hasrl korupsr l,ersebut.
Malah. Prul Titrb mengatrkan Praptrni yang sempit diketahui
mcnenma uang dari rekana n. Indre I\Iar.itim. Saat ditanya apakah
terdakwa Sukarsana iuga menerima. Prof. Titib menoetniridotterdalwa Sukarsana juga menerima, Prot fitib mensa-lrr- tidak
tahu. "Kalau PPK tterdakwa) saya tidak tahu," sebutnva.

'Apalah ada atiran dana masul ke kantone masini-dasins?,
kejar hakim. "Saya tidak tahu. Yangjelas. dalam purusanl haEn
ti&I ada saya menerima keuangan iLagar tentgian n"grrf 

""--btug pna yang Juga tersangka kasus korupsi daut puninb,tu. '
Semertara Wayar Sudiasa yang merupal<an reka-nan nbngaku

sebagai konsultan. D. ra juga mengiku pin;am p"nrsahaarll:akai
dokumen itu kemudian diserahlan ke In'clm Marititt (.e
Jaksa kemudian menanya-kan berapa dokumen yang di
kan. Dalam sidang kemarin, terkuak ada I I dokume"n. .l

ada tanda tangan terdakwa?' tanya jaksa. 'Saya tidak
jawab saksi. (krnb37)

,l
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Terkait Usulan Kenaikan TPp pejabat

Dewan Nilai Belum Perlu
Bangli (Bali Post) -

Kenaikan Tunjangan Per-
baikan Penghasilan (TPP)
bagi pejabat eselon scba-
gaimana yang diusulkan
pihak eksekutif dalam ran-
cangnn APBD 2016, dinilai
dewan belum perlu dilaku-
kan. Perbaikan penghasilan
sebaiknya baru dilakukan
bila ada pcrbaik.rn kinerja
senrngga menjadl penghar-
gaan kepada abdi ncgara.

"Misalnya, kalau b.isa
meningkatkan opini BPK
(Badan Pemeriksa Keuan-
gan) dari WDI' ke WTP. san-
gat wajar kita dukung. Tapi
kalau kincrjanya masih
seperti sekarang, rasanya
belurn perlu dilakukan ke-
naikan yang signifikan, "
kata Ketua DPRD Bangli
Ngakan Kutha Parwata saat
ditemui di kantornya, Rabu
( 18/ I 1).

. Dia mengungkapkan,
dalam rancangan APBD
2016, pihak eksekutif men-
gusulkan kenaikan TPP
bagi pejabat eselon dan
staf. Untuk kenaikan TPP
tersebut eksekutif men-
gus ulkal anggaran Rp 11
mtlraL Llarl usulan saa t
ini nilai kenaikan TPP bagi
peJabat prosentasenya lebih
besar dibandig staf. "Pada
tahun 2014 lalu, kita su-
dah menarkkan tuniansan
penghasilan. Tapi'tah-un
lalu prosentase kenaikan
bagi staf lebih besar diband-
ing pejabat mencapai 70
persen." terangnya didamp-
ingi Wakil Ketua Nyoman
Dasma.

Ngakan Kutha mengata-
kan, kendati pihaknyi me-
nilai kenaikair TPP belum
perlu dilakukan, namun
sejauh ini pihaknya belum

bisa nemutuskan apakah
akan menyetujui atau tidak.
Sebab usulan tersebut masih
akan dibahas lebih lanjut di
DPRD. Politisi pDI-p ini
mengaku pada tahun 2016
nanti pihaknya akan lebih
fokus mendorong perbaiNgn
fasilitas maupun sarana di
lingkungan kerja. Pihaknya
Juga merencanakan akan
melakukan penga nggara n
un tuk perbaikan beberapa
kantor SKPD.

Tentunya hal itu akan
disesuaikan dengan ang-
garan daerah yang ada.
"Kalau tem pa t k er ianva
sudah bagus dan nvimin
tentunya akan bisa mem-
berikan pelayanan bagus,
Kalau penghasilannya ba-
gus tetapi te mpat kerja
tidak representatif tetap
saja tidak baik," imbuhnya.
(kmb40)


